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ABSTRAK 

Pulau  Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia dengan 

daerah penambangan yang letaknya  menyebar hampir diseluruh wilayah 

daratan, pesisir pantai, bahkan di lautan. Pengelolaan timah di Bangka Belitung 

yang selama ini dilakukan PT Timah dan PT Kobatin, telah memberikan 

kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah. Selain itu juga terdapat 

sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering 

disebut tambang inkonvensional ( TI ) yang menambang tersebar di darat dan 

laut Bangka. Namun, keberadaan TI ini pada akhirnya justru memperburuk 

ketersediaan logam timah di Bangka dan membuat rusak lingkungan wilayah 

Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat. Memang 

tak dapat dipungkiri, bahwa setiap kegiatan penambangan (dalam hal ini 

proyek eksplorasi timah) selalu identik dengan perusakan lingkungan, karena 

untuk mengambil biji timah di kedalaman tertentu harus melakukan 

pengelupasan dan cenderung merusak tatanan ekosistem alami. Di satu sisi 

menurut undang-undang No 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 14 “kerusakan 

lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan 

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan”. Sedangkan di sisi lain, meskipun Islam tidak melarang 

memanfaatkan alam, Islam menetapkan aturan mainnya.  

 

Berangkat dari problem di atas penyusun tertarik untuk mengkaji 

bagaimana pandangan hukum Islam dengan adanya penambangan timah di 

Bangka Belitung. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

tinjauan maqāşid asy-syarī'ah terhadap praktik penambangan timah yang ada 

di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch), 

sementara sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang dipakai 

adalah normatif, sedangkan sample yang dipilih adalah purposive sampling. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi 

(pengamatan), metode interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam 

menganalisis menggunakan data secara kualitatif dengan metode induktif. 

 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa penambangan timah yang ada di 

Bangka mempunyai dua jenis, yaitu penambangan legal seperti PT. Koba Tin 

dan penambangan ilegal seperti penambangan inkonvensional (TI). Adapun 

praktik penambangan timah ini dalam pandangan  maqāşid asy-syarī'ah telah 

sesuai hukum Islam karena yang diperoleh maslahat dan menghindari 

mudharat, khususnya pada penambangan PT. Koba Tin. Sedangkan  pada 

penambangan inkonvensional (TI), maqāşid asy-syarī'ah memandang belum 

sesuai dengan tujuan hukum Islam, karena mempertimbangkan kelanjutan 

kehidupan di masa akan datang dan pelestarian lingkungan yang tetap dijaga.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‟ b Be ة

 Ta‟ t Te ت

 Ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j Je ج

 Ḥa‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ kh ka dan ha خ

 Dāl d De د

 Żāl ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ r Er ر

 Za‟ z Zet ز

 Sīn s Es ش

 Syīn sy es dan ye ش

 Ṣād  ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn „ koma terbalik ke atas„ ع

 Gaīn g Ge غ

 Fa‟ f Ef ف

 Qāf q Qi ق

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 
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 Kāf k Ka ك

 Lām l „el ل

 Mīm m „em و

ٌ Nūn n „en 

 Wāwu w W و

ِ Ha‟ h Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Ya‟ y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 ditulis muta‘addidah يُتَعَدِّدَة

 ditulis ‘iddah عِدَة

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

 

1. Bila ta’ marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata 

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat 

dan sebagainya. 

 

ًَة  ditulis Ḥikmah حِكْ

 ditulis Jizyah جِسْيَة

 

 

2. Bila ta’ marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 

اْلَأوْنِيَبء كَرَايَةُ  ditulis karāmah al-auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakat, fatḥaḥ, kasrah dan 

ḍammah ditulis t 

  

 ditulis zakāt al-fiṭr زَكَبةُ اْنفِطْرِ

 

D. Vokal Pendek 

 

-------َ- Fatḥaḥ ditulis A 

--ِ------ Kasrah ditulis I 

--------ُ Ḍamah ditulis U 
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E. Vokal Panjang 

 

1. Fatḥaḥ +  alif ditulis Ā 

 ditulis Jāhiliyyah جَبهِهِيَة 

2. Fatḥaḥ +  ya’ mati ditulis Ā 

ُْـسَي   ditulis Tansā تَ

3. kasrah  +  ya’ mati ditulis Ī 

 ditulis Karīm كَرِ يْى 

4. Ḍammah  +  wawu mati ditulis Ū 

 ditulis Furūḍ فُرُوْض 

 

F. Vokal Rangkap 

 

1. Fatḥaḥ +  ya’ mati ditulis Ai 

َُكُىْ   ditulis Bainakum بَيْ

2. Fatḥaḥ +  wawu mati ditulis Au 

 ditulis Qaul قَوْل 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata 

 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‟). 
 

َْتُىْ  ditulis a’antum أَأَ

ٍْ شَكَرْ تُىْ  ditulis la’in syakartum نَئِ

 

H. Kata Sandang Alīf  + Lām 

 

1. Bila kata sandang alīf  + lām diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan al. 

 

 ditulis al-Qur’ān اَنْقُرْآٌ

 ditulis al-Qiyās اَنْقِيَبش

 

2. Bila kata sandang alīf  + lām diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf  l (el)-nya. 

 

ًَبء  ’ditulis as-Samā اَنسَ

ًْص  ditulis asy-Syams اَنشَّ
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I. Huruf Besar 

 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 

 ditulis Żawī al-furūd ذَوِى انْفُرُوْض

 ditulis ahl as-Sunnah أَهْمُ انسَُُة
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MOTTO 

 

Belajar adalah memperbaiki 

kesalahan, 

karena adanya salah kita bisa tahu 

yang benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bumi Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, salah satunya di bidang 

pertambangan timah yang sekarang ini sedang hangat hangatnya dibicarakan 

baik Nasional maupun Internasional seperti diketahui pulau Bangka 

merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.
1
 Sebelumnya, pulau 

yang kaya akan timah ini adalah pulau yang subur dengan tanaman lada dan 

jenis pertanian lainnya. Akan tetapi, setelah harga lada jatuh, dan pertanian 

kurang menguntungkan, banyak masyarakat beralih ke profesi yang lebih 

bisa menghasilkan uang dengan cepat walaupun resiko yang ditanggung 

sangat besar, yaitu penggali timah. 

Penambangan timah yang telah berlangsung puluhan tahun itu belum 

mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang 

ada kian menipis pula. Tak heran, jika kemudian pertambangan timah di 

Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan 

kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang 

memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu 

belum diatur secara optimal. Sehingga pendapatan berlimpah dari aktivitas 

penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya 

kemakmuran rakyatnya.  

                                                      
1
 Harjono, Yulvianus dan Dewabrata, W. A. 17 Mei, 2010. Segenggam Pasir Timah, 

Segunung Risiko, (Harian KOMPAS), hlm. 1. 
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Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 

persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. 

Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, 

yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP 

seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang 

sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya 

milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha.
2
  

Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang 

tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang 

menambang tersebar di darat dan laut Bangka. 

Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut dalam 

setahun terakhir ini makin memprihatinkan. Banyak dampak negatif yang 

timbul akibat kesalahan dan penyelewengan pengelolaan tambang timah. 

Dampak tersebut antara lain adalah belum optimalnya kebijakan nasional, 

peraturan yang bermasalah, penegakan hukum yang tidak konsisten, KKN 

berbagai oknum, pencurian, penyeludupan, perusakan lingkungan, dominasi 

asing dan pemilik modal, serta kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat.
3
  

Islam sebagai agama yang mengajarkan ideologi kehidupan manusia 

agar tercipta rahmatan lil‘ālamỉn mendorong umat manusia untuk berkarya, 

termasuk pengelolaan sumber kekayaan alam dalam bentuk upaya eksplorasi 

dan eksploitasi pertambangan. Pada saat yang sama, Islam juga 

                                                      
2
  Bappeda Bangka, 2000. 

 
3
 Harjono, Yulvianus dan Dewabrata, W. A. 17 Mei, 2010. Segenggam Pasir Timah, 

Segunung Risiko, (Harian KOMPAS), hlm. 15. 
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mengingatkan agar dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan 

selalu memperhatikan kelestarian ekosistem atau lingkungan yang berada di 

sekitar lokasi penambangan. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut: 

4
 

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi 

disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bencana alam yang datang silih 

berganti mengiringi kerusakan alam yang semakin parah ini bukan salah 

siapa pun, melainkan salah manusia sendiri.
5
 Dengan ungkapan lain, 

kerusakan, pencemaran sampai pada pemusnahan lingkungan merupakan 

fenomena antropogenik dan bukan teogenik. Maksudnya, penyebab dominan 

timbulnya permasalahan lingkungan adalah akumulasi dari serangkaian 

perilaku manusia yang menentang sunnah lingkungan atau kontra ekologis 

dan bukan sesuatu yang ditimbulkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. 

Dari pemaparan latar belakang di atas, sekilas terlihat bahwa praktik 

penambangan timah yang ada di Bangka pada umumnya belum 

memperhatikan kelestarian ekosistem di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, 

dorongan melakukan kegiatan mengeksploitasi alam ini tumbuh sebagai 

akibat pertentangan antara pemenuhan kebutuhan dasar hidup dengan 

pemanfaatan sumber daya alam baik secara sengaja atau tidak sengaja. 

                                                      
4
  Ar-Rūm (30): 41. 

 
5
 Nadjumin Ramly, Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam 

Pengelolaan, Pemelliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan Hidup, cet. I (Jakarta: Grafindo 

Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 20. 
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan 

bahwa:  

 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di 

dalam bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaannya 

perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat 

sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
6
 

 

Sedangkan Islam sendiri juga mempunyai aturan-aturan ajaran 

(doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengatur manusia dalam kehidupannya 

menuju kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun akherat. Islam 

merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-

aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, 

ekonomi, sipil, dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem bagi seluruh 

aspek kehidupan.
7
 

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni 

melalui perlindungannya untuk semua urusan baik yang bersifat materi, 

moral bahkan menjaga kehidupan tiap individu yang menjadi sandaran 

hidupnya. Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqh, 

namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelindungan terhadap agama (Hifż ad-Dīn) 

2. Pelindungan terhadap jiwa (Hifż an-Nafs) 

3. Perlindungan terhadap akal (Hifż al-Aql) 

                                                      
6
  Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33. 

 
7
 Nidal S Sabri dan M. HIsyam Jabir, “Etika Bisnis dan Akuntansi ”, dalam Sofyan Safri 

Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230. 
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4. Perlindungan terhadap keturunan (Hifż an-Nasl) 

5. Perlindungan terhadap harta benda (Hifż al-Māl) 

 Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk 

sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. 

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan 

darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat 

terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga 

dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena 

hilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. 

Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti 

atau unsur-unsurnya dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda 

dengannya, sedangkan pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.
8
 

Secara tekstual, segala sesuatu yang terdapat dalam tatanan alam 

adalah sebagai sumber daya alam dan merupakan anugerah Allah kepada 

manusia. Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan 

pemanfaatannya, guna kepentingan, kebutuhan, dan faktor lain dalam 

pemenuhan hajat hidup disamping kesejahteraan sosial dan spiritual. 

Dengan mengetahui keadaan tersebut, maka penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap praktik penambangan timah yang ada di 

Bangka, khususnya di daerah tempat tinggal penyusun sendiri dengan judul 

skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Penambangan Timah di 

                                                      
8
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, cet. II (Jakarta: AMZAH, 2010), 

hlm. xvi. 
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Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 

B. Pokok Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas penyusun memfokuskan 

penelitian ini pada satu pokok masalah, yaitu bagaimanakah pandangan 

maqāşid asy-syarī'ah terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan 

Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan maqāşid 

asy-syarī'ah terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan Koba 

Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada kegunaan yang dapat 

diambil, yaitu: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang 

perkembangan hukum Islam. 

2. Sementara aspek praktis dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

hukum atau menjadi acuan (landasan teologi) bagi pemerintah 

setempat dan pelaku bisnis atau pengusaha di bidang penambangan 

khususnya. 
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3. Untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum, 

khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan praktik 

penambangan timah tersebut. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku maupun karya 

yang secara jelas mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

penambangan timah di Bangka yang memakai metode maqāşid asy-syarī'ah. 

Oleh karena itu, perlu kiranya dalam telaah pustaka ini disampaikan tidak 

hanya untuk menunjukkan keaslian skripsi ini, tetapi juga untuk membantu 

memberikan bahan rujukan yang memadai.  

 Karya ilmiah yang bahasannya berkaitan dengan pertambangan, 

seperti skripsi yang disusun oleh Rusydi Bidawan yaitu “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah, dan 

Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sungaiselan 

Bangka Tengah.”
9
 Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada masalah 

kerjasama antara beberapa pihak, sedangkan hukum praktik penambangannya 

tidak disinggung. 

Skripsi lain dari Muhammad Mun‟im yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan 

                                                      
9
 Rusydi Bidawan, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, 

Pemilik Tanah, dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sungaiselan 

Bangka Tengah,” Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009). Skripsi tidak 

diterbitkan. 
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Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul.” Pada skripsi ini hanya membahas 

tentang akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan para penambang.
10

 

Skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian penyusun 

adalah skripsi oleh Multazam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penambangan Batu di Kali Progo, Desa Banjarsari Kecamatan 

Windusari, Kabupaten Magelang.”
11

 Bahasan dari Multazam tersebut lebih 

kepada masalah kepemilikan lahan, sedangkan menyinggung praktik 

penambangannya hanya sekilas, belum ada hukum dan dampak dari 

penambangan tersebut. Maka dari sini tampak adanya perbedaan terhadap 

praktik penambangan timah yang dibahas dalam skripsi ini, karena penelitian 

ini lebih menitikberatkan pada tujuan hukum Islam atau  maqāşid asy-

syarī'ah yang berkaitan dengan dampak dari praktik penambangan tersebut.   

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam studi hukum Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab 

Syafi‟i, tentu sumber studi hukumnya adalah al-Qur‟an dan Sunnah, 

selanjutnya adalah ijma’ yang merupakan kesepakatan ulama dalam 

penetapan suatu hukum dan qiyas (analogi) atas suatu peristiwa hukum yang 

baru dan tidak ditemukan dalil nash yang merupakan premis mayor dalam 

menerangkan status hukumnya secara eksplisit. Tentunya analogi juga harus 

                                                      
10

  Muhammad Mun‟im, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu di 

Desa Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul,” Skripsi sarjana UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta (2004). Skripsi tidak diterbitkan. 

 
11

  Multazam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Kali Progo, Desa 

Banjarsari,Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang,” Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta (2006). Skripsi tidak diterbitkan. 
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dengan adanya esensi illah (argumen hukum) yang sama. Syatibi sendiri 

menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah menjaga dan 

memperjuangkan 3 kategori hukum yang disebutnya sebagai dharuriyyah, 

hajjiyah dan tahsiniyah. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah 

untuk memastikan bahwa kemaslahan kaum muslimin baik di dunia maupun 

di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, ditegaskan oleh 

Syatibi, berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syariat dibuat untuk 

mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.
12

 

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang 

pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak 

kemudaratan.
13

 

1. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok); kemaslahatan maqāşid 

asy-syarī'ah yang berada dalam urutan paling atas. 

2. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok); 

namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa 

dipisahkan.  

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat 

tercakup pada perlindungan terhadap lima hal dalam maqāşid asy-syarī'ah, 

yaitu agama (hifż ad-dīn), jiwa (hifż an-nafs), akal (hifż al-‘aql), keturunan 

(hifż an-nasl) dan harta (hifż al-māl). Sedangkan salah satu aspek maqāşid 

asy-syarī'ah yang menjadi tiga prioritas, yaitu: 

                                                      
12

  As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul as-syariah (Beirut: Dam al-Jill), II: 5-6. 

 
13

  Ibid., 13.  
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1. Darūrīat, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan 

yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu 

tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-

tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, 

keturunan dan harga diri. 

2. Hājjiāt atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan 

bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada maka 

kehidupan manusia akan hancur, akan tetapi ada penghalang yang 

berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup 

tersebut. 

3. Tahsīnīat atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya 

ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan 

tujuan darūrī, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian 

tujuan darūrī.
14

 

Ajaran Islam memberi Tasyri’ al-Iltizām (aturan-aturan) pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam, terutama dalam eksplorasi 

pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek berikut: 

1. Aspek kepemilikan lahan, apakah diperoleh dengan cara yang 

benar atau tidak benar, yaitu apakah melalui prosedur perizinan 

yang berlaku dalam suatu daerah atau sebaliknya. Dengan adanya 

izin dari pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat membawa 

kebaikan dan menjauhkan dari segala bentuk permusuhan, 

                                                      
14

 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum 

Islam dari Harvard ke sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 25-26. 



11 
 

penipuan, perampasan, dan sebagainya. Jika kepemilikan lahan 

penambangan diperoleh dengan cara tidak benar tentu 

bertentangan dengan hukum syar‟i. Islam tidak melindungi 

kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram, 

tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang 

halal.
15

  

2. Aspek pemanfaatan, hasil-hasil pertambangan hendaknya 

dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga dan 

masyarakat. Sehingga pemanfaatan hasil-hasil pertambangan 

dapat mendatangkan kemaslahatan, dan bukannya membawa 

kemudaratan. 

Kedua aspek di atas harus mendasari dalam suatu praktik 

penambangan. Jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penambangan itu adalah tidak diperbolehkan 

(batal). 

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar 

dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Akan tetapi, kalau 

hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak 

mempertimbangkan kemudaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum 

yang semacam iu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu, kemaslahatan 

hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan 

dasar-dasar yang digariskan oleh nash. 

                                                      
15

 Yūsuf al-Qarḍawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan 

Dahlia Husin, cet. IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89. 
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16

Penataan ekosistem dan perilaku manusia harus berlandaskan pada 

empat pilar sebagai kerangka konseptual pengelolaan sumber daya alam, di 

antaranya ialah:  

1. Tauhid 

keyakinannya kepada kemahatunggalan Allah sebagai Maha 

Pencipta. Memahami ketauhidan berarti memberikan apresiasi 

kepada makhluk ciptaan-Nya, sehingga melahirkan kesadaran dan 

tanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan.
17

 

2. Khilāfah 

Khilāfah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi 

sangat bergantung pada peran manusia yang memiliki kebijakan 

untuk memelihara atau membinasakan lingkungan. Dalam Islam, 

Khalīfah (presiden) mempunyai peran penting dalam mengontrol 

jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya memperhatikan 

pembagian dan pengelolaan sumber daya alam. 

3. Istişlah 

Istişlah atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah 

satu syarat dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi 

yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha 

memperbaiki (işlah) terhadap kehidupan manusia. Arti umum 

                                                      
16

 Zain al-„Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, al-Asybah wa an-Naza`ir, Cet. I (Riyadh: 

Maktabah Nazala Mustafa Albani, 1997 M/ 1418 H), I: 91.  
17

 Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam, hlm. 20. 
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Istişlah ini dapat bermakna pemanfaatan secara berkelanjutan, 

mencakup kebutuhan generasi hari ini sama dengan yang akan 

diperoleh oleh generasi yang akan datang.
18

 

4. Halal-haram 

Konsep kunci Islam yang paling dipahami adalah peraturan-

peraturan mengenai halal atau legal (yang diperbolehkan) dan -

haram atau ilegal (yang dilarang). Kedua istilah ini menjadi suatu 

pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia 

untuk tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata 

kehidupan masyarakat. Kerangka halal-haram atau legal-ilegal ini 

merupakan bentuk aplikasi syariat yang juga harus ditegakkan 

dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan 

penegakan hukum (law enforcement).
19

 

Empat pilar (tauhid, Khilāfah, Istişlah, halal-haram) merupakan 

kunci yang dapat digambarkan menjadi akar semua pemecahan penataan 

masalah ekologi secara Islami. Dalam kerangka kunci tersebut, syariat 

menjadi pondasi umum yang nantinya akan berkembang mempengaruhi 

sistem ketauhidan, Khilāfah, Istişlah. Sedangkan syariat yang diterapkan 

secara praktis adalah peraturan halal-haram atau legal-ilegal yang harus 

memasyarakat. 

 

 

                                                      
18

 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Pengembangan Sains, hlm. 39-40.  

 
19

 Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam, hlm. 30-31. 



14 
 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan peran yang utama dalam mencapai tujuan, 

terutama pada wilayah penelitian. Dengan memakai teknik dan alat-alat 

tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif 

dan terarah dengan baik. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data atau sumber 

informasinya diperoleh dari lapangan yang digali secara intensif di lokasi 

penelitian. Dalam hal ini, data yang diperlukan berkaitan dengan praktik 

penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat preskriptif,
20

 yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau 

fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian terhadap 

praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka 

Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pandangan maqāşid 

asy-syarī'ah. Sehingga dapat dinilai apakah praktik penambangan timah di 

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka 

                                                      
20

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 

6. 
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Belitung tidak sesuai atau sudah sesuai dengan tujuan maqāşid asy-

syarī'ah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan 

normatif 
21

, yaitu pendekatan masalah untuk menentukan hukum praktik 

penambangan timah di objek penelitian, apakah praktik tersebut benar (haq) 

atau salah (batil).  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan guna 

memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini sumber perolehan 

datanya antara lain: 

a. Observasi (pengamatan) 

Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan teratur 

terhadap masalah-masalah yang hendak penyusun bahas. Objek yang diteliti, 

yaitu luas wilayah dan lokasi penambangan atau tempat-tempat adanya 

praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Bangka Tengah. Sedangkan 

teknik observasi yang digunakan adalah terjun langsung ke lapangan yang 

diteliti. 

b. Interview (wawancara) 

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam 

                                                      
21

 Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab 

Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh KOtemporer (Yogyakarta: Ar-Rus Press, 2002), hlm. 

157-162. 
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pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang 

meliputi: 

1. Kepala pimpinan per departemen yang ada di PT Koba Tin. 

2.  Pemilik tambang inkonvensional (TI). 

3. Para penambang timah. 

Adapun untuk memperoleh data atau keterangan dari pemilik tambang 

inkonvensional (TI) dan penambang timah, penyusun menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti 

yang dianggap bisa mewakili populasi.
 22

 

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah penambangan yang 

legal dan penambangan yang tidak legal di Kecamatan Koba Kabupaten 

Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah jenis 

penambangan timah yang legal di Bangka ada 2 (dua), yaitu; PT. Timah dan 

PT. Koba Tin. Sedangkan jenis penambangan ilegal ada 3 (tiga), yaitu; 

tambang inkonvensional (TI) darat, tambang inkonvensional (TI) apung 

darat, dan tambang inkonvensional (TI) apung laut. 

Sampel yang diambil yaitu: 

1. Penambangan legal sebanyak 1 (satu), yaitu: PT. Koba Tin. 

2. Penambangan ilegal sebanyak 3 (tiga) yaitu: tambang 

inkonvensional (TI) darat, tambang inkonvensional (TI) apung 

darat, dan tambang inkonvensional (TI) apung laut. 

 

                                                      
22

  Sutrisno Hadi, Metedologi Research, cet. I (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 

1983), hlm. 70. 
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c. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk kemudian menelusurinya. Adapun dokumentasi di 

lapangan meliputi wawancara dan foto-foto hasil penelitian. Sedangkan 

dokumentasi yang lain berupa buku dari kecamatan Koba, softcopy data dari 

PT. Koba Tin, internet dan sumber tertulis lain yang terkait dengan 

penelitian.  

5. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menganalisa data 

yang terkumpul kemudian diuraikan. Data tersebut kemudian disimpulkan 

dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menentukan hukum 

mengenai praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten 

Bangka Tengah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang 

diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan 

skripsi (laporan penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir 

guna menghindari pembahasan yang tidak terarah, untuk itu penyusun 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan karena sebagai awal dari 

pembahasan skripsi yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, 
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tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah sebagai kajian teoretik untuk membantu 

memecahkan masalah dalam skripsi ini, oleh karena itu bab kedua ini akan 

diuraikan tentang gambaran umum mengenai pertambangan dan lingkungan, 

teori mengenai maqāşid asy-syarī’ah serta diuraikan sedikit tentang prinsip-

prinsip hukum Islam. 

Bab ketiga memuat hasil penelitian tentang praktik penambangan 

timah di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, dengan uraian sebagai berikut: Gambaran umum wilayah 

dan pelaksanaan praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten 

Bangka Tengah. Praktik penambangan timah itu sendiri, baik yang legal 

maupun praktik penambangan timah baik yang tidak legal. Di samping itu, 

diuraikan juga tentang dampak dari praktik penambangan timah tersebut. 

 Bab keempat, merupakan bab inti dari penelitian yang membahas 

hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan 

dibahas secara kritis mengenai analisis praktik penambangan timah di 

Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Sub bab pertama merupakan analisis terhadap kelestarian 

lingkungan versus peningkatan taraf hidup dari dampak praktik penambangan 

timah tersebut sedangkan sub bab kedua merupakan kerangka konsepsi yang 

diterapkan dalam persoalan yang lebih spesifik, yakni analisis maqāşid asy-

syarī’ah terhadap praktik penambangan tersebut.  
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Bab kelima, penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan penelitian atau tujuan yang menjadi target pencapaian 

penelitian. Di bagian ini diungkapkan pula mengenai saran-saran dari 

penyusun terkait dengan praktik penambangan timah yang telah, sedang dan 

akan di lakukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik penambangan timah di 

Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung ini, penyusun mengambil dua sample penambangan, yaitu 

penambangan yang legal dan penambangan yang tidak legal di Kecamatan 

Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Adapun penambangan yang legal, yaitu perusahaan PT. Koba Tin yg 

bertempat di Koba. Sedangkan penambangan ilegal, yaitu penambangan 

rakyat yang sering disebut TI (Tambang Inkonvensional), TI darat, TI apung 

darat, dan TI apung laut.  

Penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa penambangan timah, 

khususnya PT. Koba Tin jika ditinjau dari maqāṣid asy-syari’āh sudah dapat 

dibenarkan, karena dilandasi dengan perlindungan kemanfaatan dan dapat 

menghindari kemudaratan. Sedangkan penambangan inkonvensional (TI), 

baik tambang inkonvensional darat, apung darat maupun apung laut tidak 

dibenarkan dalam Islam, dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada 

maslahat yang diterima. Secara legalitas juga, penambangan timah 

inkonvensional ini dilarang oleh aparat pemerintah setempat, dikarenakan 

tidak memiliki izin serta penambangan liar ini sangat merugikan lingkungan 

alam sekitar. 
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Dibawah ini alasan yang sejalan atau tidak sejalan dengan teori tujuan 

hukum Islam atau maqāṣid asy-syari’āh adalah sebagai berikut: 

1) Penambangan PT Koba Tin dibenarkan menurut teori memelihara 

jiwa (hifẓ an-nafs) dengan indikasi bahwa penambangan tersebut 

tidak membahayakan jiwa manusia dan hasil penambangan tersebut 

justru bermanfaat untuk mempertahankan hidup manusia. 

Sebaliknya, penambangan inkonvensional tidak sesuai dengan teori 

ini. Karena didalam praktiknya banyak korban yang meninggal 

akibat kurangnya pengamanan dan resiko yang ditanggung tidak 

sebesar dengan penghasilan yang didapat.  

2) Penambangan timah tersebut sesuai dengan teori memelihara 

keturunan (hifż an-nasl). Karena penambangan PT Koba Tin 

khususnya memberikan suatu modal dan investasi supaya 

masyarakat tidak selalu berkecimpung di penambangan timah terus 

menerus. Sebaliknya, penambangan inkonvensional tidak sesuai 

dengan teori ini, karena untuk jangka panjang persediaan timah akan 

habis. Padahal masyarakat selalu bergantung dengan adanya timah 

ini, akan tetapi tidak diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan 

sekitar. 

3) Penambangan timah oleh PT Koba Tin ini sesuai dengan teori 

memelihara harta (hifẓ al-māl). Karena dengan adanya Penambangan 

tersebut, perekonomian masyarakat justru meningkat, pemerataan 

akan terwujud dan kelestarian lingkungan tetap dipelihara. 
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Lingkungan disini termasuk juga dengan harta. Sebaliknya, 

penambangan inkonvensional tidak sesuai dengan teori ini. Karena 

dalam praktiknya penambangan ini tidak bertanggung jawab 

terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, lingkungan tercemar, 

banyak lubang-lubang yang tak dimanfaatkan lagi, bahkan air laut 

dan sungai sudah tercemar. 

 

B. Saran-saran 

1) Kepada masyarakat sekitar hendaknya melihat masalah penambangan 

timah ini didasari dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

langsung dengan pertambangan tersebut sehingga didapatkan 

kesimpulan yang benar. 

2) Hendaknya para penambang dalam memperoleh izin pertambangan 

janganlah karena tuntutan ekonomi semata, tetapi juga karena 

mematuhi aturan hukum yang berlaku. 

3) Mengingat potensi besar yang dimiliki daerah pesisir pantai Pulau 

Bangka ini, maka seyogyanya pemerintah turut andil dalam mengolah 

lahan yang berpotensi tersebut dan mensosialisasikan kepada 

masyarakat secara tepat dan benar. 

Belajar dari kasus ini, terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai 

pelajaran, seyogyanya dari awal pemerintah tidak perlu terburu-buru 

mengambil langkah melonggarkan usaha timah, sementara penertiban TI 

secara tiba-tiba tanpa adanya sektor ekonomi alternatif pada akhirnya sangat 
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berpotensi menimbulkan gejolak yang merugikan bagi perekonomian Babel 

sendiri. Selain itu, langkah pemerintah untuk menertibkan TI diharapkan 

akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan untung ruginya kegiatan 

penambangan timah tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang, tidak hanya terhadap aspek ekonomi tetapi juga terhadap aspek 

lingkungan. 
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